
 

 

SALINAN 

 

 

 
BUPATI  WONOSOBO 

PROVINSI  JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI  WONOSOBO 

NOMOR 49 TAHUN 2018  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 28 TAHUN 2016  

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI  WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat perubahan 

kebijakan keuangan desa yang berdampak pada tata 

kelola aset desa; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan 

peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan 

Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Aset Desa perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Aset Desa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2015 Nomor 73) 

 

 



 

 
 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI WONOSOBO NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 33 dan angka 2, 

angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 diubah serta diantara angka 25 dan 

angka 26 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 25a, sehingga keseluruhan 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan 

di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 

tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis. 

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik 

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.  

10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset 

Desa. 

11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk 

merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. 

 



 

 
 
 

 

12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 

barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. 

14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung 

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa 

dan tidak mengubah status kepemilikan. 

15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

16. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa 

dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di 

Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 

17. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan 

Desa. 

18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 

diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 

kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu 

tertentu yang disepakati. 

20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa 

dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. 

21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa 

selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari 

buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk 

membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa 

pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 

yang berada dalam pengguasaannya. 

23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.  

24. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang 

dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan 

penggantiannya dalam bentuk barang. 

25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan 

menerima penggantian dalam bentuk uang. 

25a.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah  badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki  oleh  Desa  

melalui penyertaan  secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 

yang dipisahkan guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa 

yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa 

dalam BUMDesa. 

 



 

 
 
 

 

27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan 

keadaan objektif aset Desa. 

29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan 

pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan 

metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.  

30. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa 

dan/atau untuk kepentingan sosial. 

31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 

dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. 

32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka 

pengamanan dan kepastian status kepemilikan. 

33. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan 

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 

Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.  

 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(7), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  3 

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa 

berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan 

tanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa; 

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa; 

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan 

aset Desa; 

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa; 

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau 

penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah 

desa; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa 

sesuai batas kewenangan; dan  

g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau 

bangunan. 

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf e, berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan 

perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, 

hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kendaraan 

bermotor dan aset lainnya milik desa.  

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 

Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: 

a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan 

b. Unsur Perangkat  Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. 



 

 
 
 

 

(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

b,  berasal dari Kepala Urusan. 

(7) Petugas/ pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat 

yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) sehingga keseluruhan Pasal 

11 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  11 

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, 

dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk 

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. 

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berupa: 

a. sewa, 

b. pinjam pakai; 

c. kerja sama pemanfaatan; dan 

d. bangun guna serah atau bangun serah guna. 

(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dalam Peraturan Desa. 

(3a) Aset desa berupa tanah bengkok dikelola oleh Kepala Desa dan 

Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul. 

(3b) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok dengan 

cara mengolah sendiri, hasil pengelolaannya dapat digunakan langsung 

sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(3c) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) tidak dicatat 

sebagai pendapatan APBDesa. 

(3d) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dilaporkan 

dalam Laporan Pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

(4) Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme pemanfaatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau yang akan 

dialihfungsikan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah 

Desa melalui Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset 

Desa. 

 

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan  

dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. 

 

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal  25 

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf h, meliputi: 

 



 

 
 
 

 

a. tukar menukar; 

b. penjualan; 

c. penyertaan modal Pemerintah Desa. 

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar 

menukar dan penyertaan modal. 
 

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  27 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan 

dan peningkatan kinerja BUMDesa. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa 

dan/atau bangunan Desa. 

(3) Penyertaan modal berupa tanah kas desa dan/atau bangunan Desa tidak 

dapat dijual. 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

                        

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 31 Desember 2018 

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

Ttd. 

 

EKO PURNOMO            

 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 31 Desember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

Ttd.  

 

MUHAMMAD ZUHRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 49 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN WONOSOBO 

 
 

 
M. NURWAHID, SH 
Pembina 

NIP. 197211101998031013 
 



 

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


